‘ SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
khususnya terkait pembagian urusan pemerintahan
bidang energi dan sumber daya mineral, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12  Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25 );



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Menetapkan :

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.



Pasall

Ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor

12) diubah, sehingga Pasal 3 disempurnakan menjadi :

(1)

(2)

(4)

Pasal 3
Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai
perolehan air tanah.
Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor-faktor
berikut :
a. Jenis sumber air tanah;
b. Lokasi sumber air tanah;
c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah;
d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
¢. Kualitas air tanah
f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah.
Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada nilai Perolehan Air

Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Riau.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Mei 2019
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO
Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd
YUSRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

2.37.3/2019

Salipan scsuai flengan aslinya
UKUM DAN HAM

KHAIRUMAN, SH
Pembina
Nip. 19671021 200012 1001




